S LAV
JOWON LIESON UEIRQUS URGRqUIt] 9pT JOWON OO0 unye], BIESON ueIEqusy)
Q0007 UmyE]  tf  JoWwoN Fuepun-gurpu)  UCIULp yeqnip PURIITGTORS  (C8OC
JowoN iGN umiequid | ueqequel i JOWON LOOT vyr L paedap uelugo’ )
YrIoE(] 1SNGILAY Uep Yeor(] yeled suejua) L661 UNYE] R JOWON duepun-suepu;)

{ TTHE JowoN eIEFoN URIRQUI ] UPHRqUIE], { JOWON Canl unge ]
pIpSan] urrequia ) 1oAY eyesy Sural ¢g6l1 unye], 6 JOWON Suepun-3urpu)

¢ (+£7€ J0WON BIEFON URIQUIDT URYEqUIEL ‘77 JOWION] F8AT UNYRT,
piedon  UTIEGUI'[) UTLOSAPULIA] Furiual $361 UnYe, ¢ JCWON Suppun-zucpu[]

C{$17€ JOWON PIERIN ULIGUIT ULHUQuiT], ‘4 I0WON 76T ML PIrEIN
uelequia’]) ueeyesniag Jene(] qifeAy Bueiual 7861 UNUYEL ¢ JOWON Suepun-suepu(}

* (607 JOWON EIETAN UEIGUIST ULYLqUT 1, ‘9L JOWION TRAT UOUET BICTIN
uRIEQUIY]) PUEPL] RIRDY WANRH Sumuny 961 UNUR] § HOWON Fuppun-Fuepuny

yedua] eaep 1sudord yedumydur| wepep uawdnqry
geloep-yeioe(]  UTymuaquiRd Sugjuoy (sel unyel g1 JOWON Juepun-guepy; |

“{[erap(] UemiPIa OTIAD
ueydeianp njad ‘see 1p g uep € jning 11qasIa) PHSYEW UETUOP UESUNGNLDS emyEq

S nsnpu] Suepig Wiz 1snquiRl
gmp3usur npiad ISnQLyal upnunwod ueeuesyejod pund epos wsnput depeyiol
cq:nvﬁwcua ucp ‘uestasciuod ‘urBurquaduad ‘yeruiquiad ySuTs wejep tayeq

¢ uapednginy eI,
ugduruamay uejedruaw Lsnpul Buepry WZ| ueaquiad exew “yeaae(l 1snqLIRY
uep yeed yeleg Fueus L661 UNURL 81 jowon] Suepun-Fuepup) seie WYEQRDd
Surjue) 0007 unye] v JOWON guepun-guepun  Uep GRIRE(] UEyE W
SueuM G661 UnUPL 77 10WON Fuepun-fuepur] pAuupydurpURIp urduap eageg

‘SO LLVdid
V&I VHIVIA ONV A NVHILL LVIWITVH NVONII
TYLSNANT ONVAIE NIZ1 ISNEILId
ONVINAL

7007 NQHVL Y HOWON
LvJnavd vaiava NVELLVHId

SOANM
SNaNY NILYdNgvy TIVINTIAINI ]

9

wy

=t

~i

2

k

JCRITTAGIAY

ST THTIERI A




~d

[<£~]

9.

10.

1,

15.

17.

Memperhatikan

- Peraturan Pemerintah Nomor 25

- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentan

2

}T?ndm}:g-mxdaf\g Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
36;\;‘ aran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Tembaran Negara Nomor
¥

[{ndfmg-undnng Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peiaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Talwn 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Deraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,

Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 19

93 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3596) ;

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) -’

- Perauran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

g Pembinaan Penyederhanaan Izin
Usaha Industri :

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

- Surai Kepuiusan Menteri Perindusirian Nomor 148 / M / SK /771995 tentang

Penetapan Jenis dan Komoditi Tndustri vang Proses Produksinya tidak Merusak

ataupun Menibahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam
Secara Berlebihan ;

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep /
10/ 1999 tentang Ketenman dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Perivasan dan Tanda Dafiar Industri :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyederhanaan dan
Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha :

2. Kepumsan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8
Juli 2002 Nomor 172/19/2002 tentang Persctujuan atas Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Bidang Industri untuk
diieiapkan menjadi Peraturan Daerah ;



Menetapkan

DEWAN PERW

Dengan persetujuan
AKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN
RIDANG INDUSTRI,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratwan Daeral ing yang dimaksud dengan :

1

to

[=2%

=~

Dacrah adalah Kabupaten Kudug g

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
Bupati adalah Bupati Kudus :

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;

Instansi yvang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana
Peraturan Daerah ini

Kepaia Insiansi yang ditunjuk adaiah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjnk oleh Rupati dan
diseralu tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;

Industri adalah kegiatan ckonomi vang mengolah bahan mentah, bahan baku,
batang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
lebih tinggi unmk peng annya, termasuk kegiatn rancang bangun dan
rekayasa industri

Perusahaan Industri adalah perusahaan vang melakukan kegiatan di bidang

usaha industri vang berbentuk perorangan atau hadan vang berkedudukan di
Kabupaten Kudus ;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
Yyang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perserean lamnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan
dalam benmk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan, lembaga, serta bentuk usaha tetap lainnya

10. Kelompok Indusoi adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, vang meliputi

kelompok industri hulw/dasar, kelompok industri hilir. serta kelompok industri
Keal .
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14,

13,

16.

17

18.

19.

- Komoditj Indus

-1zin Bidang Industyi 59

7. Persetujuan Prinsip

0. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

. Surat K

lenug Industyi 1
g *11 adalah bagian suatu cabang | i

P : ! ang imdustry yang mempunyai ciri &

N sama dan / a1, hasilnya bersifay akhir dalam proges pmdl:tkssi[; .

tri adalah suaty produk

; akhir ¢ i
Merupakan bagian dari enis il alam Proses produksi dap

, % Inc alah Izin yan
Yang Meliputi Izin Usaha Indyg

8 diberikan kepada or
Tanda Daftar Industri gerta Persctuj

tri, Izin Perluasan pe
uan Prinsip ;

ang pribadi atau badan
fusahaan Industri, dan

g

diberikan kepady iibadi atas
untuk mendirikan Pertsahaan infuees : p om‘\g pribadi atau badan

lzin Per_lqasan Perusahaan Industri yang
adalah xin Yang diberik ' or

selanjutnya disebut Izin Perluasan
. an kepada orap
mempunyai Izin U

g prbadi atay badan yang telah
i in - Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas
._ip_c.\c_iui.sx melebihg 30% ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah
izinkan | j

Tanda Daftar Industri adalah
badan untuk men
Industri Kecil d

Izin

yang diberikan kepada orang pribadi atau
dirikan perusah

aan industri yang termasuk dalam kelompok

adalah persetujuan vy
industri untuk dapat langsung melakukan Persiapan-persiapan  dan usaha
Pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana  produksi serta sebagai
petsyaratan untuk memperolel, izin-izin sesuaj peraturan perundang-undangan
Vang berlaku :

ang diberikan kepada perusahaan

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Kabupaten dalam rangka pemberian 1zin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk i

turan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemantaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana
alau fasilitas (erientu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan :

Retribusi 1zin Bidang Industri adalah pembayaran atas pemberian izin bidang
industsi vang meliputi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri,
dan Tanda Daftar Industri kepada Wajib Ketribusi :

Yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

setetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi vang menentukan besarnya pokok retribusi

- Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

unink melakokan tag:

than retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda ;



23 Surag hetetapan

(1

(3

(4

(1

(4

(

)

~—

)

)

)

~—

~—

R

5

SRR Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKhRDEB adalah surgg ketotapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

Pembavaran retribygg karena jumlah kredit retribusi lebih hesar daripada
retiibusy yang lerutang atau tidak seharusnya terutang,

BAB I
IZIN BIDANG INDUSTR]

Bagian Pertama
lzin Usaha Industri dan Persetujuan Prinsip

Pasal 2
Setiap pendirian perugahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri,
Perusahaan Industri sebagaimana dimaks

yang mompunyai mlui inves(asi »
Juta rupiah) tidak termasuk tan

ud ayat (1) adalah perusahaan industri
eluruhnya di afas Rp200.000.000,- (dua ratus
ah dan bangunan tempat usaha

Lzin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama Perusahaan

Industri yang bersangkutan beroperasi, dan setiap (limg) tahun sekali wajib
melaksanakan daftar ulang [zin Usaha Industri,

Tatacara pemberian Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut olch Bupati.
Pasal 3

Untuk memperoleh Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
diperlukan tahap Persetujuan Pringip.

Persetujuan  Prinsip  scbagaimana  dimaksud ayat (1) diberikan kepada
Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan
usaha  pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana produksi yang

diperlukan, serta schagai persyaratan untuk pengajuan izin-izin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.,

Persctujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
sc1ak tanggal diterbitkan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi
Lomersial,

Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (3), pemohon/
petuegang persctujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana
produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum.

Tatacara pemberian persetujuan prinsip diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal d
Izin Usaha Industii dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin tanpa

melalui iahap persetujuan  prinsip, apabila perusahaan industri tersebut
memenuhi ketentuan sebagai berikut :



@ perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industei yang telah

memiliki izin, afau
Jemis dan komoditi vang proses produksinya tidak merusak ataupun

membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam
secara berlebihan,

h.

(2) Jenis dan komoditi schagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur lcbih lanjut
oleh Bupati,

Posal &

1zin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri vang Kegiatan usaha

indugtrinya berlokasi di lahan peruntukan Industri dan telah sclesai membangun
Pabrik serta sarana produksi,

Bagian Kedua
Izin Perlunsan Perusahaan Industrl

Pasal 6

(1) Perusahaan Industri yang tclah memiliki Izin Usaha Industri yang melakukan
perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
dizinkan, diwajibkan mengajukan permohonan Izin Perluasan Perusahaan
Industry,

(2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan
petluasan melebili 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
diizinkan, tetapi nilai investasi scluruhnva tidak melebihi Rp 200.000.000.- (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan diwajibkan mengajukan
permohonan Izin Perluasan Perusahaan Industri.

(3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan
perlaasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
diizinkan, yang mengakibalkan nilai investasi seluruhnya melebihi
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.

() Tatacara pemberian Izin Perluasan Perusahaan Industri diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Industri

Pasal 7
(1) Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil vang tidak diwajibkan
memperoleh Izin Uszha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib

melaksanakan pendaftaran industri.

(2) Perusahaan indusiri yang melaksanakan pendaflaran indusiri sebagaimana
dimaksud avat (1) diberikan Tanda Daftar Industri.



~3

(3) Pcmsahaan Industri geh

| : agaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan industri
.":lmg ‘mvm_punym‘nihli investasi selurubnya sampai dengan Rp200.000.000.-
(dua ranig JUta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(4) Tanda Dafty Indus
Perusahaan ing
sekali wajib me

)T

ustri - sebagaimang dimaksud ayat (2) berlaku selama
Ustn yang bersangkutan beroperasi dan setiap § (lima) tahun
laksanakan dafar ulang Tanda Dafar Industri,

afacara pemberjan Tanda Daftar Industrj diatur lebih lanjut olch Bupati,

Bagian Keempat
Persyaratan Perizinan

Pasal §

(1) Uniuk memperoleh [zin Usaha Industri dan Tanda Dafiar Industr sebagaimana

dimaksud Pasal 7 avat (1) dan Pasal 7 ayat (2), orang pribadi atau badan

mengajukan permohonan S¢cara tertulis kepada Bupati atau Instans; yang
ditunjuk,

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud aya
a. fotocopy K.TP :
b. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum:
¢. fotocopy keputusan perizinan vang berkaitan dengan pendirian perusahan :

d. fotocopy petsetujuan prinsip, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk
mengajukan persetujuan prinsip.

t (1) dilampiri :

(3) Perusahaan Industri Yang telah memiliki Tanda Dafiar Indusri vang melakukan
perluasan  sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan
melampirkan -

a. dafiar sarana dan prasarana produksi yang diperluas ;
b. fotocopy dan Asli Tanda Daftar Industri.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Izin Pertuasan Perusahaan Industri scbagaimana dimaksud
Pasal € ayar (1), crang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati atau Instansi vang ditunjuk.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud ayat (1) dilampini
a.  fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri :
b, rencana perluasan industri.

(3) Unmk perusahaan selain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), wajib
memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

(4) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih
lanjut olch Bupati



Pasal 10
(1) Unmk o
) \):"‘k mlcmp'cmlch Persetujuan Prinsip schagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1),
: '-lllg pxlbaqs atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dupati
dtau Instansi yang ditunjuk.
(2

) Permohonan schagaiman
a. fotocops KTP

b. fotocopi akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum,

a dimaksud avat (1) dilampiri -

BABI1I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pemegang 17in wab ¢

1.
2
-
4

mentaati kewajiban sehagaimana tercantum dalam izin

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

melaporkan perkembangan perusahaan industri setiap tahun ;

melaporkan apabila perusahaan industri melakukan pemindahan lokasi dan atau
penggantian hak milik perusahaan tanpa persctujuan tertulis.

Pasal 12

Pomegang lzin dilagang :

1.

2

melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan Ketentuan yang
ditetapkan dalam izin yang diperoleh ;

. menimbulkan Lerusakan dan pencemaran akibat kegiatan uszha industri

terhadap lingkungan hidup meiampaui batas baku mutu lingkungan.
BAB IV
PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri, dan Tanda Daftar Industri
dapat dicabut apabila ;

L.

-
-

3
4.

memmbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum ;

I, pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebaoaimana diatur dalam Pasal 11 dan

o4

12;

1zin dipergimakan tidak sebagaimana mestinya ;

tidak wenyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan
informasi industri vang tidak benar.
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BABV
NAMA, OBYFK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Bidang Industri

{2) Dengan retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas
pelayanan Izin Ridang Industri.

Pasal 15

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Bidang Industri oleh
Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.

(2) Obyek Retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
Izin Usaha Industri ;

b. Izin Perduasan Perusahaan Industri ;

¢. Tanda Daftar Industri ,

d. Dafiar Ulang Izin,

8

Pasal 16

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
Izin Bidang Industri.

(2) Tidak termasuk Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Perusahaan Industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 10.000.000,- (scpuluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, kecuali apabila dikehendaki
oleh Perusahaan Indusini yang bersangkutan.

BADB VI
COLONCAN RETRIBUSI
Pasal 17
Retrihusi 17in Bidang Tndustri termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertenfu.
BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18
Tingkal penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Bidang Industn  diukur

herdasarkan jumlah i7in vang diberikan, jumlah perusahaan, kelompok dan jenis
industri.



BAR vIny

. o
;},:;“ M DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
RUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUS]

Pasal 190

(1) Prnepn 4
mmn:ﬁud ;.m facaran dalam penstapan struknur besamya ftanf retribusi
""‘ﬁ'imm M untuk menutop scbagian atsu scluruh biaya penyelenggaraan

@) B

bil}"_ transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya
Pembinaan dan biava administrasi.

'a¥a schagaimana dimaksud avar (1) meliputi komponen biava survei dan

BABIX
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 20

(1) Stuktur dan besamya tarif Retribusi Izin Bidang Industri dibedakan
berdasarkan jenis periziman.

(2) Strukmr dan besarnya tarif retribusi ditetapkan scbagai berikut :

a  Retribusi Izin Usaha Industri. sebesar Rp300.000),- {tiga ratus ribu rupiah)
per perusahaan ;

b. Retribusi Tanda Daftar Industri. sebesar Rp50.000,- (lima puluh rupiah) per
perusahaan |

¢. Retribusi Izin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang
telah memiliki Izin Ussha Industri, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) per perusahaan ;

d. Retribusi Jzin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang
telah memiliki Tanda Daftar Indusiri, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) ;

¢. Dafiar Ulang Izin sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarip
scbagaimana dimaksud huruf a dan b.

BAB X
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribust adalah Daerah Kabupaten Kudus,

BAB XT
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 22

Saar retribusi rerutang adalah pada saar ditctapkannya SKRD atau dokumen lain yang

Ainsreamalan




(1)

(2)

3)

™)

(H
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BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUST
Pasal 23
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

R_cm'busi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Hasil pemungutan retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas
Dacrah sesuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 24
Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Pembayaran Retribusi sebagrimana dimaksud Pasal 24 diberikan tanda bukti
pembayaran,

Seiiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Bentuk, isi. kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur
Iebih lanjut oleh Bupati.

BABXIV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26
Dalam hal Waiib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi,
mazka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran,
peringatan atau surat lain yang sejenis.
Dalar jangka waktu 7 (iujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau

peringatan atau surat lain yang scjenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi
terutang dan dikenakan sanksi administrasi.



Pasal 27

Rent 8 . , & : 1

uum:k Surai teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis vang dipergunakan
pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut ofeh Bupati.

BABXV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak menabayar tepat wakfunya atau Kurang m_cmbaylar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan

dari besarnya retribusi terutang vang tidak atau kurang payar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.
BABXVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Bupati atay Kepala Instansi yang ditun{iuk‘ berwenang memberikan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.

(2) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud avat (1) diatur febih lanjut ol¢h Bupati.

BAB XV11

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETE"TAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

(1) Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang
dalam pencrbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
Lekeliman dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi
dacrah;

b, pengurangan atau pembatalan ketetapan refribusi yang tidak benar ;

¢ penguiangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan
kenaikan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan  ketetapan,
pengurangan atau  penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
avat (1) harus disampaikan sccara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala
Instanei yang ditunjuk selambat-lambatmya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diferimanya SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan dan STRD dengan
memberikan  alasan  vang jelas dan  mevakinkan untuk mendukung
permohonanitya.
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(3) Taf"ca‘rq
whdfz pemb
atay pmgmml et:]'m' pengurangan aau pembatalan ketelapan, penghapusan
gan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oloh Bupati.

BAB XVIII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

w2 .L)J nwk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, lWa_iih
Retribust harus mengajukan permohonan sccara tertulis kepada Bupali atau
Kepala Instansi yang ditunjuk.

at (1), kelebihan pcmba)faran

a dimaksud ay. !
ahulu dengan utang retribusi

(2) Atas dasar permohonan scbagaiman
kan terlebih d

retribusi dapat langsung diperhitung
dan aiau sanksi adminisirasi berupa bungs.
yang berhak atas kelebihan

mana dimaksud ayat (2), ihan
an pembayaran retribust

(3) Atas permohonan sebagai
at diperhitungkan deng

pembayaran fersebut dap.
selanjutnya.

Pasal 32
setelah dilakukan

SKRDIB paling
ian kelcbihan

yaran retribusi yang masili tersisa
dimaksud Pasal 31, diterbitkan

(1) Tethadap kelebihan pemba
k diterimanya permohonan pengembal

perhitungan schagaimana
lambat 2 (dua) bulan scja
pembayaran retribust.

ayat (1), dikembalikan

an retribusi scbagaimana dimaksud
ak diterbitkannya

(2) Kelcbihan pembayar
kepada Wajth Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan s¢j

SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Instansi yang ditunjuk
memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 95 (dua persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 33

(h Aras‘ perhitungan  sebagaimana dimaksud Pasal 32, diterbitkan bukti
pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.

(2 Pengspizb:.flim sebagaimana dimaksud Pasal 31, dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.



(1)

(2)

1)

(M

(2)
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BAB XIX
KADALUWARSA

Pasal 34
Hak unn :
mﬂ&mpaluki Menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setclah
agihan, Jﬁng_ka waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak diterbitkannya Surat
1\3[‘“'1“"{ ccuali apabila Wajib Refribusi melakukan tindak pidana di bidang

I:adal:uWn-ma penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila
i). diterbitkannya Surat Teguran, atau
+ ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung,
n Penghapusan

; ‘uniuk menetapkan Keputusa
il ; dimaksud ayat

Bupati atau Kepala Instansi y !
kadaluwarsa sebagaimana

Piuiang Reiribusi Daerah yang sudah
(.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Waijib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajiban schingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 4 (cmpat) ali jumlah retribusi yang terutang;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.
BAD XXI
PENVYIDIKAN
Pasal 36

lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di
lakukan penyidikan tindak pidana

wewenang kiusus sebagai Penyidik untuk me
di bidang Retribusi Daerah.

Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud avat (1), adalah :

menerima, mencari, mengumpulkan, dan mencliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan afau
{aporan tersebui menjadi lengkap dan jelas ;

a.

b, mencliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atay badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi | .

¢.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan findak pidana di bidang retribusi ;



. memenk
dengan ti:‘dah,l‘k.ubh"k“« calatan-calatan, dan dokuroen fain berken®®®
d K pidana di bidang retribusi ;
¢ melakukan pe d
hmdkukan penggeledahan untuk mendapatkan pahan buki Pcmbu}f::::i
catatan, dan dokumen-dokumen lain, sertd melakukan PeY!

terhadap bahan bukti terscbut ;
; : oY indak
£ meminta tenaga ahli dalom rangka pelaksanaan tugns P‘“y‘d’km i

pidana di bidang retribusi ;
kan ruangaf

menvuruh berhenti dan atau melarang sescorang meningga! ‘omeriksa
atau tempat pada saat pemeriksaan §C crlangpung g dimaksy d
1dentitas orang dan atau dokumen Yang dibawa sebagd!

huruf ¢ tersebut di atas ;
an tindak pidana retribusi ;

n diperiksa

o=

ang berkattan deng

keterangannyd da sehagal

h memolrel sescorang y

i, memanggil seseorang untuk didengar

tersangka atau paksi |

menghentikan penyidikan ;
, Aikan tindak

- vana perlu untuk kelancaran pcny'ldlkaﬂ
i N g dapat dipertangguné”

k. melakukan tindakan
menurut hukum yan

pidana di bidang retribusi
jawabhan |
BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

aan Industri sebelum
aku sebagai galah satu

ang (elah diperoleh Perusah
Peraturan Daerah ini.

Dagrah ini dinvatakan tetap berl
dustri berdasarkan

da Daftar Industr1 yang telah diperoleh perusahaan
ya Peraturan Dacrah ini dinyatakan tetap berlaku
berdasarkan Peraturan Daerah ini

e8] Perselujuan Prinsip ¥
ditetapkannya Peraturan
syarat untuk memperoleh [zin Usaha In

[zin Usaha Industri dan Tan
industri scbelum ditetapkann
dan wajib melakukan daftar ulang
a Daftar Industri yang pada

asan Industri dan Tand
\ap penyelesaian. maka

(3) Izin Usaha Industry, [zin Perlu
11 ini masih dalam tal

saat difetaphaunya Peraturan Dacra
diproses berdasarkan Peraturan Dacrah ini.

BAR XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal vang belum  diatur Dacrah ini anjar

vang m diatur dalam Peraturan  Di ini

T —— : ; e i | .
pelaksanaznnya akan diatur [cbih lanjut olch Bupati S, TR
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Paga) 39
Per;
CTaturan Nagrap, 10 mu; berlaky Pada tapggyy diundangks
s peTees Elng n
Agar geqjy Ora
n
acrah ing 4 " % dapat Clgetah mya, Memerintahkan pengundangan Peraturan
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(3]

Pasal 1

Pasa] 2
Ayat (1)

Ayal (2) 8.
Avat (4)
Pasal 3
Pasaji 4
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasai 5
Pasal 6sd
Pasal 39

Cukup jelas

Diwajibkan 1.
o AlbRan T g ,
ndustri bary adalah ha Indusey bagi sctiap pendirian perusahaan
Preventif yang 4, Merupakan pengarahan dan sekaligus tindakan
Pcmbanglfmn by dp - fjl]i!kukan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga
S680ai dengan ey Ustrl tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional
{ ang ;
Cukup jelas 16ana yang telah ditetapkan,

Cukup jelas

Jerug Perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan
sebagai langhah penyederhanaan di bidang industri khususnya bag
ﬂfﬁﬂlﬂahaan industri vang berlokasi di Kawasan Industri termasuk
Kawasan Derjkat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi
Perusahaan industri yang jenis, komoditi, ataupun proses produksinya
tdak  merusak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak
menggunanakan sumber daya alam sccara berlebihan.

?cnaan adanya langkah penyederhanaan ini, maka kepada pengusaha
industri yang memenuhi kefentuan criteria terscbut di atas, dapat
langsung  diberikan Izin Tsaha tanpa diwajibkan melalui tahap
memiliki Persetujuan Prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup dengan
membuat Surat Pernyataan.

Apabila pemegang Izin Usaha Industri dalam jangka waktu tertentu
tidak merealisasi pembangunan pabriknya, maka Izin Usaha Industri
tersebut batal dengan sendirinya.

Cukup jelas

Keienluan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi
di lahan peruntukan industri, sehingga dengan demikian pengendalian
dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali.

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR AN DAERAH KARUPATEN KUDUS NOMOR . 2,



ST TET e S S Samin—

ATAS

PERATURAN
DAERAH KB
NOMOR 6 Tary z‘:‘)gN KUDDS

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BaNG INDUSTRI

I PENJELASAN UMUM

P mbangunan i
masyarakat harus mem ckonomi yang didasarkan kepada demokrasi menentukan bahwa
Oleh karenanya, ma kzga}?g peran aktif dalam kegiatan pembangunan.
terhadap pm“m fiheniah cmepntah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan
sebaliknya dunia psat ckonomi serta mmcipwkm iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha,
ancipta;m ik a perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta
Im tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

pcmmg:nni d:lnetliun_Jang berhasilnya  pembangunan  yang bertumpu pada - pemerataan
S asﬂ-hasﬂ_nyas stabilitas nasional pada umumnya dan Kabupaten Kudus pada

usnya yang schat dan dinamis, serta pertumbuhan ckonomi yang cukup tinggi,maka perlu
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan
Pef&ﬁm‘yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu
memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para mvestor untuk
gc:r:nhamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan sccara

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan
secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke
bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu system perizinan dapat
dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi

yang langka.
Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah

mengarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim
usaha industri seperti itu diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam
menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal terscbut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan
pembinaan, pengarahan, dan bimbingan terhadap industri di Kabupaten Kudus perlu menyusun
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
11:11:41 +07'00'

Losssss,
YNNI

\





{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

		2019-10-17T11:11:41+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




